1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Menurut Edy Suhardono (1994 : 15) mengemukakan bahwa definisi yang paling
umum disepakati adalah peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi
apa prilaku yang mesti dilakukan oleh sesorang yang menduduki suatu posisi.
Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam
pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis
yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peran lebih banyak
menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebaga suatu proses. Jadi, seseorang

menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjaankan suatu peran.

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa peran

adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan dalam masyarakat. Kedudukan (status) diartikan sebagai tempat

atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial

Suatu peran paling tidak mencakup tiga hal berikut :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam  kehidupan

kemasyarakatan.



2. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial .

Menurut Soerjono Soekanto (1993:268), peran merupakan aspek dinamis
kedudukan, apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewagjibanya sesuai
dengan kedudukanya maka ia menjalankan suatu peranan. Peran lebih banyak
menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagal suatu proses seseorang

menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjaankan suatu peranan.

Ketikaistilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang
diberi atau mendapatkan suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya
sesuai apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Harapan mengenai peran
seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari s pemberi tugas
dan hargpan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan atau posisi

tersebut.

Jadi peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan, yaitu seseorang
ataupun lembaga yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila
seseorang ataupun lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukan yang dimilikinya, maka orang atau lembaga tersebut telah
menjalankan suatu peran. Berkaitan dengan penelitian ini, maka peran yang
dimaksud adalah peran Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat sebagai
unsur pelaksana pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokoknya terutama

dalam pengelolaan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR).



B. Pengertian Dinas Daerah Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi
perangkat daerah menyebutkan bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana
pemerintah daerah. Dinas Daerah merupakan bagian dari organisasi perangkat
daerah. Pembentukan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten ditetapkan

dengan Peraturan Daerah (Perda).

Sedangkan menurut Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa :

1. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

2. Dinas Dagerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh
kepala daerah dari pegawa negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris daerah.

3. Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui

Sekretaris Dagerah.

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas
Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi. Pada Dinas Daerah Kabupaten/K ota dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian

tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
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Dinas Daerah Kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Daerah

Kabupaten/K ota mememilki fungsi antaralain :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya.

3. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dalam lingkup tugasnya.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Jadi yang dimaksud dengan Dinas Daerah Kabupaten unsur pel aksana Pemerintah
Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam mel aksanakan
kewenangan desentralisas.

C.Dasar Hukum Peran Dinas Kehutanan Dalam Pengelolaan Hutan
Tanaman Rakyat (HTR) Di Kabupaten Lampung Bar at

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan
bahwa : “Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai
pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini”. Artinya pembentukan
susunan organisasi dan informasi Dinas Daerah Kabupaten ditetapkan dengan

Peraturan Daerah (Perda).

Daam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas, Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana
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Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan. Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten.

Daam menjalankan tugas pokoknya Dinas K ehutanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pertanian meliputi kehutanan.

3. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kehutanan.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kehutanan.

5. Pelayanan administratif

Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan bidang Kehutanan dalam mensgahterakan masyarakat setempat.
Oleh karena itu Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat mempunyai peran
penting dalam membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan keseahteraan
masyarakat khususnya masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan atau

berbasis pada hutan.

D. Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata boswezen (Belanda) dan kata forrest
(Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang dan dapat

dikembangkan bagi kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Menurut
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Dengler hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang luas,
sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi
mempengaruhi lingkungannya, akan tetapi  dipengaruhi  tumbuh-
tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan

tumbuhnya cukup rapat (Dengler dalam Salim, 1997:34)

Pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya aam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan aam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan bukan
semata-mata kumpulan pohon-pohon yang hanya diekploitasi dari hasil kayunya
sgja, tetapi hutan merupakan persekutuan hidup alam hayati atau suatu masyarakat
tumbuhan yang kompleks yang terdiri atas pohon-pohon, semak, tumbuhan
bawah, jasad renik tanah, hewan, dan sebagainya. Semuanya itu mempunyai

keterkaitan dalam hubungan ketergantungan satu sama lainnya.

Dari uraian di atas hutan dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan
lingkungan hidup, menyelamatkan semua makhluk hidup di dalamnya,
mempertahankan degradasi tanah dan erosi, sumber kayu industri, tempat wisata
alam serta sumber hasil hutan bagi penduduk setempat. Pengaturan semuanya itu
memerlukan suatu badan organisas yang mengurus dan mengatur hutan.
Berdasarkan asas otonomi, organisasi yang menangani adalah Dinas Kehutanan

sesuai dengan tugas pokoknya.
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2. Jenis-Jenis Hutan

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan

bahwa jenis-jenis hutan dapat dibedakan berdasarkan pada :

a. Hutan berdasarkan statusnya menurut Pasa 5 Undang-Undang Nomor 41
tahun 1999 terdiri dari :

1. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak
atas tanah. Hutan negara ini dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara
yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (hutan
ulayat/marga). Sedangkan hutan negara yang dikelola oleh desa dan
dimanfaatkan demi kesejahteraan desa disebut hutan desa ( Arifin Arief,
2005:53).

2. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas
tanah.

b. Hutan berdasarkan fungsi pokoknya menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor

41 tahun 1999 terdiri dari :

1 Hutan konservas adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa serta ekosistemnya.

2 Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunya fungs pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.

3 Hutan produks adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduks hasil hutan.
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c. Hutan konservasi menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999
tentang Kehutanan dapat dibedakan sebagai berikut :

1 Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai
wilayah sistem penyangga kehidupan,contoh: Cagar Alam dan Suaka Marga

2 Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu,
yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan,
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan
secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, contoh : Taman
Nasional, Taman Hutan Raya dan Kebun Raya

3 Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata

berburu.

3. Pengertian Hutan Produksi

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang K ehutanan bahwa hutan
produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil
hutan. Fungs produkss hutan memiliki peran yang penting dibidang
perekonomian karena produks hasil hutan dapat meningkatkan pembangunan
ekonomi dan kemakmuran rakyat. Hutan produksi merupakan kawasan hutan
yang ditumbuhi oleh pepohonan keras yang perkembangannya selalu diusahakan
dan dikhususkan untuk dipungut hasilnya, baik berupa kayu-kayuan maupun hasil
lainya, seperti getah, damar, dan lain-lain. Hasil produks tersebut digunakan
untuk memenuhi keperluan masyarakat dan untuk pembangunan industri serta

ekspor, tetapi masih tetap memperhatikan fungsi ekologisnya.



15

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Perubahan

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan bahwa hutan produksi terdiri dari :

a Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas
lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan
dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar
kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman
buru.

b Hutan Produks Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas
lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan
dengan angka penimbang mempunyai jumlah nila antara 125-174, di luar
kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman
buru.

¢ Hutan Produks yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara
ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan

kehutanan.

Hutan produksi tetap merupakan hutan yang dapat diekploitasi dengan cara tebang
pilih atau tebang habis. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang hanya
dapat dieksploitas dengan cara tebang pilih karena masih diperlukan sebagai
fungsi kontrol erosi tanah. Pengusahaan hutan produks pada umumnya
disesuaikan dengan ketinggian tempat atau keadaan fisik lahannya. Hutan
produksi tetap pada ketinggian 0 m — 5.000 m diatas permukaan laut yang
mencakup hutan hujan dataran rendah, hutan rawa, hutan gambut, dan mangrove.
Hutan produks terbatas terletak pada ketinggian 500 m — 1.000 m di atas

permukaan laut (Arifin Arief, 2005:64).
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Hutan produks yang ada di Kabupaten Lampung Barat adalah hutan produksi
terbatas. Oleh karena itu, areal yang digunakan untuk program HTR merupakan
kawasan hutan produksi terbatas yang pemanfaatanya tetap sebagai fungsi
produksi hasil hutan tetapi masih tetap memperhatikan fungs ekologisnya.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.47/Menhut-
[1/2010, bahwa hutan produks terbatas yang digunakan untuk program HTR

seluas 24.835 ha.

4. Fungsi Hutan

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mempunyai
manfaat yang banyak, maka diharapkan hutan dapat memberikan fungsinya yang
lebih komplek. Ada beberapa macam fungsi hutan yaitu :

a. Penghasil kayu industri, contoh : papan, kertas, kemasan.

b. Penghasil kayu bakar dan arang

c. Penghasil hasil hutan bukan kayu

d. Pengatur tataair

e. Mencegah terjadinya erosi

f. Tempat penyimpanan karbon

0. Pemeliharaan keanekaragaman hayati dan habitat

h. Rekreas alam (Suhendang, 2002).

Dari beberapa fungs hutan tersebut dapat bedakan antara manfaat langsung dan
manfaat tidak langsung. Manfaat langsung merupakan manfaat yang dapat
dinikmati langsung oleh masyarakat. Manfaat tersebut diperoleh dari hasil hutan

seperti kayu untuk perumahan, rotan, getah, madu dan hasil hutan lainya yang bisa
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di ekspor kemancanegara sehingga dapat mendatangkan devisa negara dari sektor
kehutanan. Manfaat tidak langsung merupakan manfaat yang tidak secara
langsung dapat dinikmati oleh masyarakat tetapi yang dapat dirasakan dengan
keberadaan hutan itu sendiri misalnya sebagai tempat penyimpanan karbon, dapat
memberikan manfaat dibidang pariwisata, mencegah terjadinya erosi dan lain
sebagainya. Sebagai pengguna hutan dan hasil hutan masyarakat dapat
memanfaatkan hutan beserta isinya untuk kepentinganya dengan berpedoman

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pengelolaan Hutan

Kata pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "mangjemen” asal kata dari
Bahasa Inggris yang di Indonesia akan menjadi "manajemen” atau menegjemen. Di
dalam kamus umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti
penyelenggaraan. Dilihat dari asal kata "mangemen” dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola

dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. (Ebta Setiawan, 2010) .

Pengelolaan merupakan suatu usaha yang di dalamnya meliputi beberapa aspek,
seperti  perencanaan, organisasi pelaksanaan, implementasi, monitoring dan
evaluas yang setiap fungs saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang
saling mempengaruhi. Berkaitan dengan hutan maka pengelolaan hutan bertujuan
untuk menghasilkan suatu yang dikelola sedangkan hutan berisi berbagai

kehidupan yang saling ketergantungan (Arifin Arief, 2005:93).
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Pengelolaan hutan menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

meliputi kegiatan:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Tata hutan
dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif
untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan melipuiti
pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi
dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok dibagi pada petak-petak
berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. Berdasarkan blok dan petak
tersebut kemudian disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu
tertentu.

2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Pemanfaatan hutan
bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesegjahteraan seluruh
masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

3. Rehabilitasi dan reklamas hutan. Rehabilitas hutan dan lahan dimaksudkan
untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkanfungsi hutan dan lahan
sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung
sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Reklamas hutan meliputi usaha
untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang
rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

4. Perlindungan hutan dan konservasi alam. Penyelenggaraan perlindungan hutan
dan konservas aam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan
lingkungannya, agar fungs lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produks,

tercapal secara optimal dan lestari.
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Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan
hutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan  evaluas yang bertujuan
menggali dan memanfaatkan sumber daya alam hutan yang dimiliki secara efektif

untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

F. Asas-asas Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan didasarkan pada tiga asas pokok, baik yang bersumber dari
perundang-undangan nasional maupun bersumber dari konservasi internasional.
Tiga asas penting dalam rangka pemanfaatan lahan hutan tersebut adalah :

1. Asas kesgahteraan sosial yaitu, asas keutamaan yang menitik beratkan
perhatian kepada realitas kesegjahteraan disektor kehidupan masyarakat bawah.
Daam pengelolaan hutan penduduk asli dan anggota masyarakat yang
bermukim didalam dan disekitar hutan memiliki peranan penting untuk
mel estarikan hutan.

2. Asas keuntungan ekonomi yaitu, suatu prinsip pengelolaan hutan yang
berorientasi kepada perolehan laba dalam rangka peningkatan pendapatan dan
kemajuan usaha.

3. Asas keestarian lingkungan yaitu, suatu prinsip pengelolaan hutan yang
berorientas kepada usaha pemanfaatan hutan secara lestari dengan sistem

silvikultur (Alam Setia Zain, 1995:5).

Pengelolaan hutan secara lestari merupakan proses pengelolaan yang dilakukan

secara kontinyu sedemikian rupa, sehingga mampu memberikan produksi sesual
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dengan tujuan pengelolaan. Pengelolaan ini diusahakan tanpa mengurangi

produktivitas serta tidak menimbulkan efek lingkungan yang tidak diinginkan.

G. Perlindungan Hutan

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya
kerusakan hutan (Salim HS, 1997:99), menurut Salim ada beberapa golongan
kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan yaitu:

1. Kerusakan hutan akibat pendudukan tanah hutan tidak sah, penggunaan hutan
yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak
bertanggung jawab

2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah, dan bahan galian lainya
serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah.

3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpaizin

4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran

5. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, hama, penyakit.

Proses degradasi pada semua jenis hutan, baik yang disebabkan oleh pencurian
kayu, perambah hutan, ladang berpindah, kebakaran hutan dan sebagainya sudah
sampal padatingkat yang mengkhawatirkan dan diperkirakan dapat memusnahkan
kawasan di masa yang akan datang. Proses ini akan terus berlanjut selama
kebutuhan pokok masyarakat didalam dan disekitar hutan belum sepenuhnya
terpenuhi. Untuk itu penanganan secara serius dalam rangka membatas,
mencegah dan mengurangi kerusakan sumberdaya hutan harus ditempuh melaui
pendekatan kesgjahteraan masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan pembangunan

dibidang kehutanan yang dapat memberikan manfaat secara lengkap kepada
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masyarakat dan membuka kesempatan berusaha melalui kebijakan pemerintah
yang berbasis kepada masyarakat (Koesnadi Hardjosoemantri, 1991:21), salah

satunya dengan adanya program Hutan Tamanan Rakyat (HTR).

Kegiatan perlindungan terhadap sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang
berada dalam kawasan hutan dilakukan secara terpadu melaui beberapa kegiatan.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Hayati, yang selengkapnya berbunyi :

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melaui
kegiatan:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan

2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistem.

3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemya”.

Ketiga kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam
yang ada. Disamping itu kegiatan tersebut juga dimaksudkan agar masing-masing
unsur yang ada di alam dapat berfungsi dan siap dimanfaatkan untuk generasi

sekarang dan generasi yang akan datang.

H. Hutan Tanaman Rakyat (HTR

1. Pengertian Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada
hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan
potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka

menjamin kelestarian sumber daya hutan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
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P.23/Menhut-11/2007). HTR dikembangkan pada areal kawasan hutan produksi.
yang tidak dibebani hak. Pada tanggal 15 Januari 2010, Menteri Kehutanan
mencadangkan kawasan hutan produksi untuk program HTR di Provinsi Lampung
seluas 24.835 ha yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat melalui Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.47/Menhut-11/2010 (Dishut, 2011).

Kawasan yang dijadikan HTR merupakan hutan negara yang dicadangkan atau
ditetapkan oleh Menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat disekitar
hutan, dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya
dan menitik beratkan pada kepentingan mensgahterakan masyarakat.
Pengusahaan HTR dibangun untuk memperoleh dan meningkatkan produks hasil
hutan pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat. Penyelenggaan
HTR ini untuk memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan secara legd
untuk memanfaatkan hutan secara lestari melaui usaha pemanfaatan kawasan,
usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam
hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemungutan hasil hutan kayu dalam
hutan alam, pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, pemungutan
hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada areal yang telah ditentukan dan
melalui pemberian izin oleh pegabat yang berwenang pada areal yang telah
ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 Junto peraturan Pemerintah

Nomor 3 tahun 2008.
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Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat ini terkait dengan kebijakan
Pemerintah dalam rangka untuk:

a Mengentaskan kemiskinan

b Menciptakan lapangan kerja baru

¢ Memperbaiki kualitas pertumbuhan melalui investasi yang proporsional antar

pelaku ekonomi (Ditjen BPK, 2008)

2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan HTR

Penyelenggaran Hutan Tanaman Rakyat (HTR) berpegang padatiga prinsip yaitu:

a Prinsip pertama adalah masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan
kebutuhannya yang berarti pemberdayaan hutan beserta masyarakatnya ini
bukan digerakkan oleh proyek ataupun bantuan luar negeri karena kedua hal
tersebut tidak akan membuat masyarakat mandiri dan hanya membuat
“kebergantungan” masyarakat. Prinsip ini dikembangkan dalam kelembagaan
kelompok sehingga ada tanggung jawab atas kewajiban terhadap lahan/hutan,
keuangan dan kelompok.

b Prinsip kedua adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat harus bersifat padat
karya sehingga kegiatan ini tidak mudah ditunggangi pemodal (cukong) yang
tidak bertanggung jawab.

c Prinsip ketiga adaah Pemerintah memberikan pengakuan/rekognisi dengan
memberikan aspek legal berupa pemberian SK IUPHHK-HTR sehingga
kegiatan masyarakat yang tadinya informal di sektor kehutanan dapat masuk
ke sektor forma ekonomi kehutanan/ekonomi lokal, nasional dan global

sehingga bebas dari pemerasan oknum birokrasi (Emila dan Suwito, 2007).
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Ketiga prinsip di atas dikonsepkan dan diimplementasikan dalam pembangunan
HTR dimana masyarakat akan menjadi “owner” ITUPHHK-HTR dan sebagai

pel aku langsung.

Adapun yang menjadi sasaran dalam program HTR ini adalah meliputi :

1. Masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan yang merupakan kesatuan
komunitas sosia didasarkan pada persamaan mata pencaharian yang
bergantung pada hutan, kesgarahan, keterikatan, tempat tinggal, serta
pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan;

2. Kawasan Hutan Produksi (HP) yang tidak produktif, tidak dibebani hak/izin,
letaknya diutamakan dekat dengan industry hasil hutan dan telah ditetapkan
pencadangannya sebagal lokas HTR oleh Menteri Kehutanan. Tidak
dibenarkan adanya kegiatan 1zin Pemanfaatan Kawasan dari hutan alam atau
Izin Pemanfaatan Kawasan (IPK) dari hasil reboisas;

3. Kegiatan yang menjadi sasaran program HTR berupafasilitasi yang dilakukan
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya antara lain
melakukan pengakuan status legalitas, penguatan kelembagaan, bimbingan
dan penyuluhan teknis, pendidikan dan latihan, akses ke pembiayaan, dan

akses ke pasar (Ditjen BPK, 2008).

Kegiatan IUPHHK-HTR adalah pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan
tanaman yang meliputi tahapan kegiatan penyiapan lahan, pembibitan,
penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran hasil hutan kayu Hutan

Tanaman Rakyat (HTR).
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3. Pola Pengembangan HTR

Pola pengembangan HTR yang direncanakan berdasarkan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor : P.23/Menhut-11/2007 mengikuti 3 pola sebagai berikut:

1. PolaMandiri, yaitu HTR yang dibangun oleh Kepala keluarga pemegang izin
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTR) dimana masyarakat
setempat membentuk kelompok, Pemerintah mengalokasikan areal dan SK
IUPHHK-HTR untuk setigp individu dalam kelompok dan masing-masing
ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengauan dan
pengembalian kredit, pasar, dan pendampingan dari pemerintah/Pemda.

2. PolaKemitraan, yaitu HTR yang dibangun oleh KK pemegang IUPHHK-HTR
bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan
difasilitass oleh pemerintah dimana masyarakat setempat membentuk
kelompok digukan oleh Bupati ke Menteri Kehutanan. Pemerintah
menerbitkan SK ITUPHHK-HTR ke individu dan menetapkan mitra. Mitra
bertanggung jawab atas pendampingan, input/modal, pelatihan dan pasar. Jadi
pada pola ini HTR dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara KK
pemegang IUPHHK-HTR dengan mitranya dan difasilitas oleh pemerintah
agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak.

3. Pola Developer, yaitu HTR yang dibangun oleh BUMN atau BUMS dan
selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada Kepala Keluarga TUPHHK -
HTR dan dikembalikan secara mengangsur segjak Surat Keputusan [lUPHHK

HTR diterbitkan. Developer bukan sebagali pemegang IUPHHK-HTR.
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Dalam upaya pembangunan bidang kehutanan dikembangkan berbagai kegiatan
yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin disekitar hutan seperti halnya Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
Masyarakat sekitar hutan diberi kemampuan dan kesempatan yang luas untuk ikut

serta dalam pengusahaan hutan (Alam Setia Zain, 1998:10).

Hal ini juga sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka Sosial Forestry
bahwa pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara atau hutan
hutan hak memberikan kesempatan pada masyarakat setempat sebagai pelaku atau
mitra utama dalam rangka meningkatkan kesegjahteraannya dan mewujudkan
kelestarian hutan. Y ang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat
yang tinggal didalam atau disekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas
sosid yang didasarkan pada mata pencarian yang bergantung pada hutan,
keterikatan tempat tinggal (Permenhut No.P.01/Menhut-11/2004 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan dalam

Rangka Sosial Forestry).

Kawasan yang dijadikan areal HTR adalah kawasan hutan produksi terbatas yang
tidak dibebani hak-hak lain dibidang kehutanan. HTR di Lampung Barat
merupakan kawasan hutan produks terbatas yang pemanfaatanya tetap sebagai
fungs produks hasil hutan tetapi masih tetap memperhatikan fungs ekologisnya.
Dengan demikian Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat dari
kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan HTR di Kabupaten Lampung Barat

harus tetap diarahkan padafungs tersebut diatas.
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4. Sistem Silvikultur

Sistem silvikultur menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Rencana Pengel olaan Hutan adalah sistem budidaya hutan
atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit,
menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen. Sedangkan menurut
Alam Setia Zain (1995:7) Sistem silvikultur adalah proses penanaman,
penebangan, penggantian suatu tegakan hutan untuk menghasilkan produksi kayu

atau hasil hutan lainnya dalam bentuk tertentu.

Silvikultur adalah ilmu dan seni membangun dan memelihara hutan lewat
pengetahuan dasar silvika. Silvika adalah cabang ilmu biologi yang mempelgjari
sifat-sifat ekologi individu pohon. Silvika menjadi landasan bagi tindakan
silvikultur terhadap hutan. Tindakan silvikultur tersebut dengan harapan agar
hutan yang bersangkutan dapat memenuhi tujuan khusus yang telah dirancang dan
disegpakati untuk dilaksanakan. Dalam merancang tindakan silvikultur, ahli
silvikultur mempertimbangkan atribut ekologi, ekonomi dan manfaat yang ingin

dicapal agar hutan berfungsi secaralestari dan optimal (Dwi dan Kansih, 2010)

I. Dasar Hukum Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Penyelenggaraan Program HTR di Kabupaten Lampung Barat didasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Junto Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengel olaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-11/2007 Junto Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-11/2008 tentang Tata Cara
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Permohonan I1zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
Rakyat Dalam Hutan Tanaman.

3. Surat Keputusan Menteri Nomor : SK.42/Menhut/11/2010 tentang Areal untuk
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 24.835 ha di Kabupaten

Lampung Barat.



